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EKOLAH adalah pusat

produksidan reproduk-

sipengetahuan terpen-

ting dalam rangka men-
cerdaskan kehidupan hangsa.
Sekolah menjadi tumpuan
utama bagi pemerintah dalam
menjalankan kewajiban me-
laksanakan terpenuhinya hak
atas pendidikan warga.

Selain hak atas pendidikan
merupakan amanah konstitusi,
sekolah juga bagian dari pe-
menuhan HAM. Di dalam UU
Pendidikan Nasional, istilah
HAM sudah dikenal. Pasal 4
ayat 1 UU No 20/2003 mengata-
kan. pendidikan diselenggara-
kan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskri-
minatif dengan menjunjung
tinggi HAM, nilai keagamaan,
nilai kultural, dan kemajemuk-
an hangsa.

Ayat ini menandaskan pen-
tingnya prinsip dan norma
HAM (selain agama dan nilai
budaya) sebagai cara/metode
untuk mencapai tujuan pendi-
dikan nasional sebagaimana
diamanatkan UU itu.

Sayangnya, prinsip-prinsip

HAM belum sepenuhnya diim-
plementasikan dalam sistem
belajar di sekolah dan menjadi
paradigma baru di lembaga
pendidikan sekolah. Sekolah
justru menjadi lembaga yang
melanggengkan kekerasan dan
indoktrinasi.

Berdasarkan data survei
yang dirilis Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (2015)
terungkap, 84% siswa-siswi
sekolah pernah mengalami
tindakan kekerasan, 46% dari
siswa laki-laki menyatakan gu-
rudan petugas sekolah sebagai
pelaku. Namun juga sebaliknya,
75% siswa-siswa mengaku per-
nah melakukan kekerasan.

Data ini diperkuat sinyale-
men Komisioner Komnas HAM
Beka Ulung Hapsara, hahwa
salah satu krisis dalam dunia
pendidikan saatiniialah masih
dilanggengkannya tindakan-
tindakan yang melanggar HAM
(Media Indonesia, Selasa (1/5))

Data ini menggamhbarkan
ih digunakannya cara-
ra kekerasan dalam proses
pembelajaran di sekolah. Baik
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gury, petugas sekolah, maupun
siswa-siswi berandil dalam pe-
langgengan budaya kekerasan
inj. Padahal, sejak 1999, negara
Indonesia mensahkan UU ten-
tang HAM, UU No 39/1999. UU
ini menegaskan komitmen
negara yang sebelumnya di-
tuangkan ke dalam peraturan
presiden No 35/1993.

Dapat dikatakan bahwa se-
jak 1993 bangsa Indonesia te-
lah mengenal prinsip-prinsip
HAM universal dalam kehi-
dupan bernegara dan berbang-
sa. Prinsip-prinsip ini terbukti
telah berkontribusi sebagai
sumber kekuatan politik dan
moral untuk mengakhiri rezim
otoritarianisme Orde Baru.

Terbentuknya Komnas
HAM misalnya di dorong da-
lam rangka mengikuti Paris
Principle yang menegaskan
pentingnya komitmen negara
membentuk lembaga HAM
vang mandiri dan otonor.
Dalam rangka mengakomodasi
prinsip-prinsip HAM universal
ini pula pemerintah Indonesia
cukup aktif melakukan lang-
kah-langkah penting merati-
fikasi kovenan dan konvensi-
konvensi mremd
HAM untuk
dalam kebijakan nasional.

Namun, upaya membentuk
kesadaran kolektif agar HAM
menjadi praktik sehari-hari
bukanlah upaya yang bersifat
instan. Ratifikasi saja tidak
cukup perlu ada upaya-upaya
lain dalam rangka mempribu-
misasikan nilai-nilai HAM
uni al.

Sekolah tentu menjadi lem-
baga paling strategis bagi u-
payamengaktualisasikan prin-
sip dan norma HAM. Menurut
deklarasi PBB tentang pendi-
dikan dan pelatihan HAM (UN
Declaration on Education and

i st

Training) yang diadopsi maje
lis wnum PBB Tahun 2012 me-
nyatakan bahwa yang dimak-
sud pendidikan HAM bukan
saja menyangkut pendidikan
tentang HAM, melainkan juga
pendidikan melalui HAM dan
pendidikan untuk HAM
Pendidikan melalui HAM
maksudnya ialah suatu proses
belajar yang dilakukan melalul
cara di mana relasi guru dan
murid hards dipayungi sikap
saling menghormati HAM
tiap-tiap pihak. Sementara itu,
pendidikan uniuk HAM adalah

upaya pemberdayaan setiap o-
rang agar ia dapat menikmati
dan menjalankan-haknya serta
menghormati dan menjunjung
tinggi HAM orang lain.
Negara-negara yang memi-

pendldlkan adalah negara-ne-
gara yang sudah menjadikan
HAM sebagai paradigma uta-

ma dalam lingkungan pendi- *

dikan mereka.

Sayang, di Indonesia masih
banyak guru sekolah yang
menyangsikan efektivitas prin-
sip dan norma HAM sebagai
paradigm baru di sekolah. ‘Se-
karang mendidik anak-anak
susah, dikerasin sedikit guru
sudah dianggap melanggar
HAM’. Pengakuan seperti ini
sering dijumpai penulis dalam
pelatihan pelatihan HAM di
sekolah untuk para guru yang
diadakan Komnas HAM.

Mereka kerap membedakan
masa lalu saat masih menjadi
murid yang hukuman untuk
pendisiplinan dianggap seba-
gai hal yang wajar. Sebagian
besar guru-guru senior saat
ini pernah mengenyam sistem
pendidikan di masa Grba. Pada
masa itu memang hukuman
keras dalam upaya mendisip-
linkan anak didik dianggap
sebagai kebiasaan yang wajar.
Budaya kekerasan seperti ini
tidak saja terjadi di sekolah,
tetapi menjadi pemandangan
umum di keluarga. Runtuhnya
rezim Orba mesti dimaknai se-
bagai upaya hersama meretas
budaya kekerasan. Sekolah ha-
rus menjadi pilar urama hagi
proses ini.

Di dalam kovenan interna-
sional hak ekonomi sosial
budaya (ekosob) yang sudah
diratifikasi ke dalam UL
11/ 2005 pasal 13 menjel
pendidikan sebaiknya diarah-
kan pada ‘martabat’ kepriba-

dian manusia. Memampukan
setiap orang untuk turut terli-
bat secara efektif dalam suatu
masyarakat yang merdeka,
dan harus mempromosikan
pemahaman antarkelompok

pok religius, dan ras.

Istilah martabat (dignity)
disebut beberapa kali dalam
Deklarasi Universal HAM PBB.
Dalam kaitannya dengan pasal
3 kovenan hak ekosob di atas,
martabat berkait kelindan de-
ngan kemerdekaan dan peng-
hormatan atas nilai-nilai yang
beragam di masyarakat. Sema-
ngatini selaras dengarrgagasan
revolusi mental yang digaung-
kan pemerintah Jokowi.

Tujuan sekolah bukan men-
didik anak berkompetisi men-
dapatkan rapor bagus akan,
melainkan membentuk kepri-
badian anak didik agar mere-
ka dapat berkiprah dalam
kehidupan yang demokratis
(merdeka). Oleh karena itu,
anak-anak harus dibekali wa-
wasan toleransi yang mem-
buat mereka menghormati
nilai-nilai yang heragam di
masyarakat.

Ki Hadjar Dewantara sesung-
guhnya sudah memikirkan
tempat belajar seperti ini yang
ia bayangkan sebagai Taman
Siswa. Menurut Ki Hadjar De-
wantara, Taman Siswa dibekall
dengan empat prinsip utama,
yaknikodrat alam, kemerdeka-
an, kebudayaan, kebangsaan,
dan kemanusiaan. Jadi. meng-
usung paradigma HAM dalam
proses belajar mengajar di
sekolah sesungguhnya bukan
sesuatu yang asing karena da-
sar-dasarnya sudah diletakkan
dengan kokoh oleh Ki Hadjar
Dewantara. Guru-guru tak
perlu ragu uniuk herinovast
mengembangkan nilai-nilai
HAM di sekolahnya.




